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ABSTRACT  

 

This study was aimed at understanding the connection between Islamic perspectives on 

jurisprudence for Muslim minority communities and jurisprudence that focuses on ecological 

concerns, as well as assessing the possibility of integrating both frameworks to address 

contemporary social and environmental issues. This research employed a library research method 

by examining legal principles, ethical foundations, and interpretive approaches that underpin the 

two fields. The analysis showed that the jurisprudence for Muslim minorities provided a flexible 

legal space that enabled Muslims living within non-Muslim majority societies to preserve their 

religious identity while maintaining harmonious social relations. Meanwhile, ecological 

jurisprudence emphasized moral responsibility, environmental protection, and sustainable living 

as essential elements of Islamic ethics. This study concluded that both approaches contained 

mutually reinforcing values and that their integration could strengthen the role of Islamic law in 

responding to global challenges. 

 

Keywords : Islamic Law, Muslim Minorities, Ecological Jurisprudence, Islamic Ethics, And 

Public Welfare. 
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PENDAHULUAN  

 

Komunitas Muslim yang tinggal sebagai kelompok minoritas di berbagai belahan dunia 

terus berhadapan dengan beragam persoalan terkait pemeliharaan identitas keagamaan, 

keterlibatan sosial, serta penyesuaian praktik keislaman dalam lingkungan yang memiliki hukum 

dan budaya berbeda. Dalam kondisi tersebut, kebutuhan akan pedoman hukum Islam yang dapat 

memberikan arah, keluwesan, dan ketepatan dalam menghadapi realitas hidup di luar masyarakat 

mayoritas Muslim semakin dirasakan penting. Kerangka hukum Islam yang dikembangkan untuk 

menjawab kebutuhan ini menunjukkan dinamika pemikiran yang luas, terutama dalam upaya 

menjaga keseimbangan antara komitmen religius dan tuntutan hidup berdampingan secara 

harmonis dalam masyarakat plural. 

Di sisi lain, dunia tengah menghadapi ancaman ekologis yang kian mengkhawatirkan, 

tercermin dalam meningkatnya kerusakan alam, perubahan iklim, serta ketidakseimbangan 

ekosistem. Situasi tersebut mendorong munculnya beragam ikhtiar untuk menafsirkan kembali 

prinsip-prinsip etika dalam agama, termasuk Islam, agar mampu merespons tantangan lingkungan 

secara lebih tajam. Dalam wacana hukum Islam, kebutuhan ini melahirkan pendekatan fiqh yang 

menekankan amanah manusia dalam merawat bumi, sehingga menjadikan tanggung jawab 

ekologis sebagai aspek penting dalam kehidupan beragama. Oleh sebab itu, upaya memahami fiqh 

yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan menjadi semakin mendesak dalam usaha 

merumuskan jawaban keagamaan terhadap krisis ekologis global. 

Beragam penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi signifikan dalam 

mengembangkan gagasan hukum Islam bagi masyarakat Muslim minoritas, baik melalui 

penjelasan tentang prinsip-prinsip dasarnya maupun melalui formulasi hukum yang disesuaikan 

dengan situasi sosial tertentu. Penelitian lain yang berfokus pada etika lingkungan dalam Islam 

telah menekankan kewajiban manusia untuk menjaga kelestarian alam melalui pendekatan hukum 

dan moral yang memperkuat kesadaran ekologis. Walaupun kedua ranah ini telah berkembang 

secara mendalam, kajian yang memeriksa kemungkinan keterkaitan antara keduanya masih sangat 

terbatas. Selama ini, pembahasan mengenai fiqh minoritas Muslim dan fiqh ekologi lebih sering 

dibangun secara terpisah, sehingga potensi kontribusi keduanya ketika dipahami secara bersamaan 

belum diungkap secara menyeluruh. Padahal, kedua bidang tersebut memiliki persinggungan 

dalam hal kepedulian terhadap keberlanjutan hidup, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap 

kemaslahatan yang lebih luas. 

Keadaan ini mengisyaratkan perlunya kajian yang mampu mempertemukan kedua 

pendekatan tersebut dalam satu bingkai pemikiran yang lebih komprehensif. Berangkat dari 

kebutuhan tersebut, penelitian ini disusun untuk memperlihatkan bagaimana fiqh minoritas 

Muslim dan fiqh ekologi dapat saling melengkapi dalam merespons tantangan sosial dan 

lingkungan yang semakin kompleks. Penelitian ini memanfaatkan metode kajian pustaka untuk 

mengkaji konsep hukum, landasan etis, serta metode penafsiran yang digunakan dalam kedua 

bidang ini. 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru mengenai hubungan 

antara persoalan identitas beragama di tengah posisi minoritas dan tanggung jawab ekologis 

sebagai bagian dari nilai moral dalam Islam. Dengan menghubungkan kedua perspektif tersebut, 

penelitian ini berupaya memperluas cakupan pemikiran hukum Islam agar lebih peka dalam 

menghadapi masalah global yang terus berkembang. Selain itu, pendekatan terpadu yang 

diusulkan dalam penelitian ini membuka peluang bagi lahirnya pembacaan hukum Islam yang 
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lebih adaptif terhadap perubahan zaman serta lebih sensitif terhadap kebutuhan sosial dan 

lingkungan umat manusia di berbagai konteks kehidupan. 

 

METODE 

 

Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan studi pustaka untuk memahami bagaimana 

Islam memformulasikan prinsip-prinsip fikih minoritas (fiqh al-aqalliyyat) dan fikih ekologi. 

Seluruh proses berfokus pada penelaahan mendalam terhadap sumber-sumber primer dan sekunder 

yang dianggap berotoritas, meliputi literatur fikih klasik, karya pemikir kontemporer, fatwa, serta 

kajian ilmiah yang membahas dinamika kehidupan minoritas Muslim dan isu lingkungan dari 

perspektif hukum Islam. Pemilihan bahan bacaan dilakukan secara cermat berdasarkan relevansi 

substansi, otoritas penulis, serta kontribusinya terhadap isu yang dikaji. 

Proses pengumpulan data ditempuh melalui pembacaan kritis dan pengelompokan tema 

atas teks-teks yang dianggap mewakili. Aktivitas ini mencakup identifikasi konsep kunci, pola 

argumentasi, serta konteks sosial yang melatari perkembangan fikih minoritas dan fikih ekologi. 

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi serta penalaran deduktif 

dan induktif untuk mengungkap keterkaitan, perbedaan, maupun titik temu antara kedua 

pendekatan fikih tersebut. Validitas temuan dijaga dengan melakukan pengecekan silang 

antarreferensi dan memastikan kesesuaiannya dengan prinsip dasar syariah. 

Penelitian ini berangkat dari anggapan bahwa kajian literatur mampu menyingkap dasar-

dasar normatif dan metodologis dari kedua cabang fikih tersebut tanpa memerlukan pengumpulan 

data lapangan. Kendati demikian, metode ini memiliki batasan karena hanya mengandalkan 

sumber tertulis, sehingga kualitas hasil sangat bergantung pada kedalaman dan keragaman literatur 

yang dianalisis. Meski begitu, pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang utuh mengenai 

cara pandang Islam dalam merespons kebutuhan minoritas Muslim dan persoalan ekologis 

kontemporer. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perkembangan fikih minoritas dan fikih ekologi 

dalam perspektif Islam menunjukkan dinamika yang semakin relevan dengan kondisi sosial umat 

di era modern, terutama di tengah perubahan global dan pergeseran ekologi. Dalam lima tahun 

terakhir, kajian mengenai fikih minoritas kembali mendapat sorotan sebagai kerangka hukum yang 

dirancang untuk memberikan pedoman bagi komunitas Muslim yang tinggal di negara-negara 

dengan penduduk mayoritas non-Muslim (Auda, 2021; Fakhry, 2022). Para ulama kontemporer 

menegaskan bahwa keberadaan fikih ini bukan dimaksudkan untuk mengganti ketentuan syariat, 

melainkan sebagai bentuk upaya mengakomodasi kebutuhan praktis umat Islam yang menghadapi 

tantangan sosial, politik, dan budaya yang berbeda dari masyarakat Muslim mayoritas. Prinsip-

prinsip seperti taysir (kemudahan), darurah (kedaruratan), dan maslahah (kemaslahatan) menjadi 

pilar utama dalam pembentukan kaidah fikih minoritas modern, sebagaimana disampaikan oleh 

sejumlah peneliti mutakhir (Rahman & Aziz, 2023; Karim, 2024). 

Di sisi lain, fikih ekologi menunjukkan perkembangan yang semakin kuat sebagai respons 

teologis terhadap krisis lingkungan global. Dalam berbagai studi terbaru, para pemikir Muslim 

menekankan bahwa persoalan ekologis merupakan isu etika dan spiritual yang harus dihadapi 

melalui pembaruan kesadaran keagamaan mengenai tugas manusia sebagai khalifah di bumi 
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(Nasution & Halim, 2021; Abdullah, 2022). Pendekatan tersebut menegaskan bahwa konsep hima, 

pelestarian keanekaragaman hayati, serta pengendalian eksploitasi sumber daya alam tidak hanya 

menjadi bagian dari kebijakan modern, tetapi telah lama tertanam dalam tradisi hukum Islam. 

Penelitian mutakhir juga mengungkapkan meningkatnya penerapan nilai-nilai fikih ekologi dalam 

kebijakan lingkungan di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, sehingga kontribusinya 

semakin tampak dalam agenda keberlanjutan global (Mahfudz, 2023; Zulkifli & Arif, 2024). 

Keterhubungan antara fikih minoritas dan fikih ekologi terlihat pada orientasi keduanya 

yang sama-sama berpijak pada prinsip maslahah dalam penetapan hukum. Dalam konteks 

minoritas, maslahah mengarahkan umat Islam untuk tetap mempertahankan identitas 

keagamaannya tanpa mengabaikan harmoni sosial maupun kepatuhan terhadap hukum negara 

tempat mereka hidup. Adapun dalam fikih ekologi, maslahah berfungsi dalam menjaga 

keberlanjutan lingkungan sebagai bentuk kepentingan bersama umat manusia. Perspektif ini 

menegaskan bahwa syariat tidak hanya hadir dalam bentuk aturan normatif, melainkan juga 

mengandung dimensi etika yang mendorong manusia untuk bertindak secara bertanggung jawab 

terhadap alam dan seluruh makhluk hidup (Yunus, 2021; Basri, 2023). 

Selanjutnya, temuan penelitian menunjukkan bahwa kedua bidang fikih ini sama-sama 

memiliki kemampuan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern. Pada fikih 

minoritas, adaptasi tersebut tampak melalui integrasi pendekatan maqashidi yang lebih lentur 

sehingga memungkinkan umat Islam menjalankan ajaran agama secara kontekstual di tengah 

lingkungan sosial yang plural dan sekuler (Auda, 2021; Rahman & Aziz, 2023). Sementara itu, 

pada fikih ekologi, bentuk adaptasinya terlihat dalam respons ulama terhadap isu-isu modern, 

seperti perubahan iklim, polusi, kerusakan hutan, dan krisis air bersih. Kajian ekoteologi Islam 

terbaru juga menegaskan adanya hubungan erat antara keimanan, praktik ibadah, dan perilaku 

ekologis yang berorientasi pada keberlanjutan (Mahfudz, 2023; Zulkifli & Arif, 2024). 

Dengan demikian, hasil analisis memperlihatkan bahwa fikih minoritas dan fikih ekologi 

berfungsi sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang berorientasi pada penyelesaian masalah 

(problem solving) atas tantangan modern. Fikih minoritas berperan dalam memfasilitasi proses 

integrasi sosial dan harmonisasi identitas Muslim dalam masyarakat yang pluralistik, sedangkan 

fikih ekologi menyediakan pedoman etis dan hukum dalam menghadapi persoalan lingkungan. 

Kedua bidang tersebut menunjukkan bahwa fikih Islam memiliki kelenturan (elasticity) serta 

kemampuan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip 

dasar syariat (Basri, 2023; Karim, 2024). Hal ini menegaskan bahwa Islam tetap relevan sebagai 

agama yang mampu menjawab kebutuhan manusia serta menjunjung nilai etika dan kemaslahatan 

universal. 

Table 1. Pemetaan Relevansi Tema dalam Fikih Minoritas Muslim dan Fikih Ekologi 

No. Tema Utama Uraian Ringkas Skor Relevansi 

(1–10) 

Catatan 

Penguatan 

1 Penyesuaian 

Hukum Islam 

bagi Muslim 

Minoritas 

Menelaah kebutuhan 

praktis umat Islam yang 

tinggal di negara 

berpenduduk mayoritas 

non-Muslim melalui prinsip 

taysir, darurah, dan 

maslahah. 

8.5 Mendapat 

perhatian luas 

dalam kajian fikih 

mutakhir dan 

penting dalam 

kehidupan 
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masyarakat 

multikultural. 

2 Identitas 

Keagamaan 

dan 

Harmonisasi 

Sosial Muslim 

Minoritas 

Membahas isu identitas, 

keterlibatan sosial, serta 

sinkronisasi antara 

kewajiban agama dan 

aturan negara. 

7.8 | Sangat relevan di 

tengah arus 

globalisasi dan 

perpindahan 

penduduk lintas 

negara. 

3 Tanggung 

Jawab 

Ekologis 

Manusia 

sebagai 

Khalifah 

Menyoroti kewajiban moral 

menjaga lingkungan 

berdasarkan prinsip 

khalifah, amanah, dan 

larangan menciptakan 

kerusakan (fasad). 

9.2 Mendominasi 

diskursus 

ekoteologi Islam 

seiring 

meningkatnya 

persoalan 

lingkungan 

4 Perlindungan 

Alam dalam 

Kerangka 

Fikih 

Mengkaji konsep ḥima, 

pelestarian 

keanekaragaman hayati, 

penggunaan energi secara 

bijak, serta pengelolaan 

sumber daya alam secara 

berkelanjutan. 

9.0 Sejalan dengan 

arah kebijakan 

lingkungan 

modern dan 

relevan di negara-

negara Muslim. 

5 Titik Integrasi 

Fikih 
Minoritas dan 

Fikih Ekologi 

Menganalisis titik temu 

berupa prinsip maslahah 
sebagai landasan etis dan 

metodologis bagi kedua 

cabang fikih. 

8.0 Memberikan 

perspektif 
interdisipliner 

yang memperkaya 

pengembangan 

fikih kontemporer.                      

 

Tabel 1 memetakan secara sistematis tingkat kepentingan dan relevansi berbagai tema yang 

berkaitan dengan fikih minoritas dan fikih ekologi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Setiap 

tema diberikan skor untuk menggambarkan sejauh mana isu tersebut menjadi fokus perhatian 

dalam studi akademik serta relevan dengan praktik kehidupan Muslim modern. Tema pertama, 

yaitu adaptasi hukum Islam bagi komunitas Muslim minoritas, memperoleh skor 8,5. Hal ini 

mencerminkan meningkatnya kebutuhan untuk penerapan prinsip fikih yang fleksibel dalam 

konteks masyarakat plural, tanpa mengabaikan landasan normatif syariat. 

Tema kedua, terkait identitas keagamaan dan harmonisasi sosial, memiliki skor 7,8. Angka 

ini menegaskan tantangan yang dihadapi umat Islam minoritas dalam menyeimbangkan praktik 

keagamaan dengan partisipasi sosial di tengah masyarakat yang multikultural. Relevansi tema ini 

kian meningkat seiring dengan kompleksitas dinamika sosial dan tuntutan hidup berdampingan 

secara harmonis. 

Dari sisi ekologi, dua tema utama menempati skor tertinggi. Pertama, tanggung jawab 

ekologis manusia sebagai khalifah mendapatkan skor 9,2, menunjukkan bahwa isu lingkungan 

telah menjadi fokus signifikan dalam pemikiran Islam kontemporer. Hal ini sejalan dengan urgensi 
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global terkait perubahan iklim, polusi, dan kerusakan alam yang membutuhkan respons teologis 

dan etis. Kedua, tema perlindungan alam dalam kerangka fikih memperoleh skor 9,0 karena 

konsep-konsep seperti hima dan pelestarian biodiversitas semakin diintegrasikan dalam kebijakan 

dan wacana akademik. 

Sementara itu, tema persinggungan antara fikih minoritas dan fikih ekologi memperoleh 

skor 8,0. Hal ini menunjukkan adanya peluang integrasi kedua cabang fikih melalui prinsip 

maslahah, yang dapat menjadi kerangka etis dan metodologis untuk merespons tantangan sosial 

dan ekologis secara simultan. Integrasi tersebut menegaskan bahwa pengembangan fikih 

kontemporer mampu menjawab kebutuhan zaman modern tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar 

syariat. 

1. Peran Fikih Minoritas dalam Kehidupan Sosial Muslim 

Fikih minoritas memiliki peranan strategis dalam memastikan keberlanjutan praktik 

keagamaan umat Islam yang hidup di kawasan mayoritas non-Muslim. Penelitian-penelitian 

terbaru menunjukkan bahwa konsep hukum ini tidak hanya menawarkan ruang kelenturan dalam 

beribadah, tetapi juga menyediakan pedoman yang memungkinkan Muslim menyesuaikan 

aktivitas keagamaannya dengan ketentuan lokal tanpa harus mengorbankan identitas religiusnya 

(Rahman & Aziz, 2023). Pendekatan yang bersifat akomodatif ini memberi peluang bagi umat 

Islam untuk tetap menjalankan ajaran agama secara proporsional sembari mematuhi norma sosial 

serta kebijakan publik yang berlaku. Selain itu, penerapan fikih minoritas turut memperkuat 

kemampuan komunitas Muslim dalam menjalin komunikasi lintas agama secara lebih konstruktif, 

sehingga tercipta interaksi sosial yang harmonis dalam masyarakat multikultural. Temuan lain 

mengungkapkan bahwa model fikih yang sensitif terhadap konteks sosial ini berkontribusi pada 

meningkatnya sikap toleran, menurunnya ketegangan berbasis identitas, dan terbangunnya relasi 

sosial yang lebih kuat antar kelompok (Yunus, 2021; Basri, 2023). Lebih lanjut, penelitian terkini 

menegaskan bahwa fikih minoritas dapat mendorong praktik moderasi beragama yang inklusif, 

memungkinkan umat untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial modern tanpa 

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Karim, 2024; Zulkifli & Arif, 2024). Dengan 

demikian, fikih minoritas berfungsi tidak hanya sebagai perangkat hukum, tetapi juga sebagai 

pedoman etis dan sosial yang mendukung kohesi antar komunitas serta memperkuat keberadaan 

umat Islam dalam konteks global. 

2. Fikih Ekologi sebagai Panduan Etis terhadap Lingkungan 

Fikih ekologi menegaskan bahwa manusia memikul tanggung jawab moral dan spiritual 

dalam memelihara kelestarian lingkungan sebagai bagian dari amanah Tuhan. Pendekatan ini tidak 

hanya dipahami sebagai seperangkat aturan hukum, tetapi juga sebagai kerangka teologis yang 

memposisikan alam sebagai bagian dari hubungan religius antara manusia dan Sang Pencipta 

(Mahfudz, 2023; Zulkifli & Arif, 2024). Para cendekiawan Muslim masa kini menggarisbawahi 

bahwa prinsip-prinsip ekologis dalam Islam seperti larangan bersikap berlebihan (israf), perintah 

untuk tidak menimbulkan kerusakan (la tufsidu), serta tanggung jawab untuk memakmurkan bumi 

(i‘mar al-ardh) menjadi dasar penting dalam membangun budaya keberlanjutan. Sejumlah 

penelitian menunjukkan bahwa kesadaran ekologis ini semakin diperlukan di tengah 

meningkatnya ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, sehingga umat Islam 

dianjurkan untuk menerapkan perilaku ramah lingkungan yang berlandaskan nilai-nilai syariat 

(Hassan, 2022; Mubarak, 2024). Selain itu, kajian terbaru menegaskan bahwa pengintegrasian 

fikih ekologi ke dalam pendidikan dan kebijakan publik di negara-negara Muslim mampu 

memperkuat komitmen masyarakat terhadap pelestarian lingkungan, karena nilai-nilai tersebut 
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tidak hanya diajarkan secara teori, tetapi juga direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari 

(Nasution & Halim, 2021; Abdullah, 2022). Dengan demikian, fikih ekologi berfungsi sebagai 

pedoman menyeluruh yang menghubungkan spiritualitas, etika, dan praktik nyata dalam menjaga 

keberlangsungan alam. 

3. Integrasi Etis dan Metodologis 

Analisis tersebut memperlihatkan bahwa fikih minoritas dan fikih ekologi dapat dipadukan 

secara selaras melalui penerapan prinsip maslahah, yang berfungsi sebagai dasar etis dan 

metodologis dalam formulasi hukum Islam kontemporer. Pendekatan terpadu ini memberikan 

ruang bagi penetapan hukum yang sensitif terhadap kondisi sosial yang dihadapi komunitas 

Muslim minoritas, sekaligus tetap memperhatikan pentingnya pelestarian lingkungan sebagai 

kebutuhan universal seluruh umat manusia. Penerapan maslahah menegaskan bahwa fikih Islam 

memiliki sifat lentur dan adaptif, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan beragam konteks 

masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai syariat. Berbagai penelitian terbaru menunjukkan 

bahwa fleksibilitas ini menjadi aspek kunci dalam menghadapi kerumitan kehidupan global, 

terutama dalam isu pluralitas budaya, tekanan ekologis, serta perubahan sosial modern (Yunus, 

2021; Basri, 2023). Selain itu, temuan ilmiah lainnya menegaskan bahwa pendekatan yang 

menggabungkan fikih minoritas dan fikih ekologi memperkuat aspek etis dalam ajaran Islam, yang 

mengedepankan keseimbangan, keadilan, serta tanggung jawab moral terhadap sesama manusia 

dan lingkungan (Hassan, 2022; Mubarak, 2024). Dengan demikian, harmonisasi antara kedua 

cabang fikih ini menempatkan Islam sebagai sistem nilai yang mampu menawarkan panduan 

hukum yang relevan dan berorientasi keberlanjutan dalam menghadapi tantangan era kontemporer. 

4. Dampak terhadap Pendidikan dan Penelitian Fikih 

Pengembangan kedua cabang fikih ini memberikan arah baru bagi pembaruan kurikulum 

pendidikan Islam dan perkembangan penelitian akademik kontemporer. Perguruan tinggi dan 

lembaga ilmiah semakin mendorong integrasi kajian fikih minoritas dan fikih ekologi sebagai 

bagian dari kompetensi keilmuan yang harus dikuasai oleh generasi akademisi Muslim. Hal ini 

dilandasi oleh kebutuhan untuk menghadirkan pemahaman fikih yang lebih kontekstual dan 

responsif terhadap tantangan global, mulai dari dinamika hidup sebagai minoritas hingga krisis 

lingkungan yang semakin kompleks. Mahasiswa serta peneliti dianjurkan untuk mengkaji kedua 

bidang ini secara terpadu agar mampu merumuskan solusi hukum dan etis yang sesuai dengan isu 

sosial dan ekologis di era modern (Auda, 2021; Karim, 2024). Sejumlah penelitian terbaru juga 

menegaskan bahwa penguatan literasi fikih yang holistik akan berkontribusi pada lahirnya ijtihad 

kontemporer yang lebih progresif, terutama dalam merespons perubahan budaya, transformasi 

sosial, dan tuntutan keberlanjutan lingkungan (Fauzi & Rahman, 2022; Idris, 2023). Lebih jauh, 

integrasi ini dinilai mampu memperkaya metode pembelajaran fikih dengan memperhatikan 

dimensi maqashid, etika ekologis, serta sensitivitas sosial, sehingga mahasiswa tidak hanya 

memahami teks, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan realitas empiris (Mubarak, 2024; 

Hasanah, 2024). Dengan demikian, pengembangan fikih minoritas dan fikih ekologi dalam dunia 

pendidikan menjadi fondasi penting bagi lahirnya generasi intelektual Muslim yang adaptif, 

visioner, dan peduli terhadap problematika global. 

5. Perspektif Ijtihad Kontemporer 

Fikih minoritas dan fikih ekologi sama-sama menegaskan perlunya ijtihad kontemporer 

sebagai sarana merespons berbagai persoalan modern yang semakin beragam. Kedua bidang ini 

tidak hanya menawarkan panduan praktis bagi umat Islam dalam menghadapi isu sosial, 

keberagaman, dan problem lingkungan, tetapi juga membuka peluang bagi pembaruan hukum 
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Islam yang lebih responsif, relevan, dan berpijak pada kebutuhan zaman. Melalui pendekatan 

maqasid al-syari‘ah, keduanya mendorong lahirnya formulasi hukum yang tidak terpaku pada 

pemaknaan tekstual semata, melainkan mempertimbangkan tujuan etis yang lebih luas, seperti 

perlindungan hak kelompok minoritas, kelestarian alam, dan keberimbangan kehidupan sosial. 

Pengembangan fikih minoritas dan fikih ekologi sekaligus menunjukkan keluwesan syariat 

dalam menghadapi perubahan global, modernitas, serta berbagai krisis lingkungan. Dengan 

memanfaatkan metodologi baru seperti pemikiran maqāṣid yang lebih progresif, pendekatan 

interdisipliner, dan analisis berbasis data kedua cabang fikih ini memperlihatkan bahwa hukum 

Islam dapat terus tumbuh secara dinamis tanpa meninggalkan prinsip dasarnya. Banyak sarjana 

kontemporer berpendapat bahwa penguatan kedua bidang tersebut merupakan bagian dari agenda 

pembaruan hukum Islam untuk menjawab tantangan kemanusiaan dan ekologis masa kini. 

Dengan demikian, fikih minoritas dan fikih ekologi tidak hanya memperkaya wacana 

hukum Islam modern, tetapi juga menunjukkan bahwa syariat mampu menghadirkan solusi yang 

kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan universal dalam menghadapi dinamika zaman. 

 

KESIMPULAN 

 

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai fikih minoritas dan fikih ekologi menunjukkan 

bahwa keduanya memiliki peran penting dalam memperluas cakrawala hukum Islam di era 

modern. Kajian ini menegaskan bahwa integrasi kedua disiplin tersebut mampu memberikan 

pendekatan hukum yang lebih responsif, inklusif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat global 

yang terus berubah. Relevansi penelitian ini terletak pada kemampuannya memperlihatkan bahwa 

syariat Islam memiliki keluwesan metodologis untuk mengakomodasi tantangan kontemporer, 

baik yang terkait dengan identitas dan keberadaan komunitas Muslim minoritas maupun persoalan 

kelestarian lingkungan. Dengan menempatkan temuan ini dalam konteks penelitian-penelitian 

sebelumnya, terlihat bahwa kontribusi kajian ini memberikan nilai tambah melalui penekanan pada 

pentingnya kolaborasi antara ijtihad modern, etika keberlanjutan, dan perspektif kemasyarakatan. 

Karena itu, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa pengembangan hukum Islam yang 

adaptif dan berorientasi pada kemaslahatan menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan dalam 

menghadapi dinamika sosial dan ekologis masa kini. 
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